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yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi 
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   dh : ض

 

2. Vokal 

 

Vokal Tunggal Vokal Tunggal Vokal Rangkap 

Fathah      : a أ  : â ْْي : ai 

Kasrah      : i ْ:ي  î ْْو  : au 

Dhammah : u ْ:و  û  

 

3. Kata Sandang 

a. Kata sandang yang diikuti alif llam (ال) qamariyah  

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) qamariyah 

ditransliterasikan dengan bunyinya. Contoh : 

 al-Baqarah :  انبقزة

 al-MadĬnah : انمديىت

 

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) syamsiyah 

     Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 

sesuai dengan bunyinya.  

 Contoh : 

 ar-Rajul :   انزجم

 asy-Syams :  انشمس

 asy-Sayyidah :   انسيدة

 ad-DârimĬ : اندارمي
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c. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah (Tasydid) dengan system aksara Arab digunakan lambang ( ّ_), 

sedangkan utnuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu 

yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydid. Aturan 

ini berlaku secara umum, baik tasydid yang berada di tengah kata, di 

akhir kata, ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh 

huruf-huruf syamsiyah. 

 Contoh : 

ِْ  Âmannâ billâhî :     امََىَّبْببِللَّّ

ْسُّفهََبءْ   Âmannâ as-Sufahâ‟u :  امَهَّ

ْانَّذِيْهَْ  Inna al-Ladzîna :    إِنَّ

كَّعِْ
 Wa ar-rukka‟i :       وَانُّ

 

d. Ta Marbutha (ة) 

Ta Marbutha (ة) apa bila berdiri sendiri, waqab atau diikuti oleh kata 

sifat (na‟at), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h”. 

Contoh : 

 al-Af‟idah :              الْْفَْئدِةَِْ

سْلامَِيَّت ْ الِْْ  al-JâmĬ‟ah al-Islâmiyyah : انْجَبمِعَتْ 

Sedangkan Ta Marbutha (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-

washal) dengan kata benda (isim), maka dialihaksarakan menjadi huruf 

“t”.  

Contoh : 

 Âmilatun Nâshibah„ : عَبمِهَتٌْوبَصِبتَ ْ

 al-Âyat al-Kubrâ : الْْيََتَْانْك بْزَى
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e. Huruf Kapital 

 Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi 

apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang 

Disempurnaan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal 

kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. 

Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, 

sesperti cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) dan ketentuan 

lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, 

maka huruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata 

sandangnya. Contoh : Ali Hasan al-Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi 

dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur‟an dan nama-

nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh : Al-Qur‟an, Al-

Baqarah, Al-Fatihah dan seterusnya. 
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ABSTRAK 

 

Suraya Lasenda (14110754), skripsi dengan judul “Analisis Praktik 

Akad Mukhâbarah Pada Pengelolaan Kebun Kopi Perspektif Hukum 

Islam Dan Hukum Positif (Studi: Desa Tanjung Menang Pagaralam 

Provinsi Sumatera Selatan)”, diajukan sebagai salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana hukum (SH), Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-

Qur‟an (IIQ) Jakarta tahun 2019. 

 

 Kerjasama mukhâbarah di Desa Tanjung Menang karena adanya 

interaksi dari kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan pengelola yang 

saling membutuhkan dalam melakukan praktik kerjasama tersebut. Sebagian 

masyarakat mempunyai lahan atau kebun yang luas tetapi tidak mempunyai 

kemampuan dalam mengolahnya baik dari segi waktu, tenaga maupun 

pekerjaan pokok lainnya. Sebaliknya, ada sebagian masyarakat yang 

mempunyai kemampuan mengolahnya namun tidak memiliki lahan 

perkebunan. Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Tanjung Menang adalah 

petani kopi serta praktik kerjasamanya menggunakan akad mukhâbarah. 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Dyah Ayu Mandaleka tentang sistim bagi hasil mukhâbarah 

pengelolaan kelapa sawit dengan menggunakan metode kualitatif. 

Kerjasama Akad mukhâbarah dalam perjanjiannya yaitu secara lisan 

dan tanpa adanya saksi, adapun modal berupa lahan dari pemilik kebun, 

benih dan tenaga berasal dari pengelola. Jangka waktu atau masa 

berakhirnya perjanjian tersebut tidak dijelaskan secara jelas apakah satu 

musim sampai dua musim, atau satu tahun sampai dua tahun, dan  Dalam 

kesepakatan tersebut, hasil panen dibagi 30:70 yaitu 30% untuk pemilik 

lahan, sedangkan 70% untuk pengelola. maka praktik akad mukhâbarah pada 

pengelolaan kebun kopi yang dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung 

Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan ditinjau secara hukum Islam 

sudah sesuai secara keseluruhan. Akan tetapi, dianjurkan untuk mencatat dan 

menghadirkan para saksi. Adapun dilihat dari hukum positif yaitu Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Peraturan 

Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Perjanjian Bagi Hasil, maka praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai. 

 

Kata kunci: Analisis Akad Mukhâbarah Pada Pengelolaan Kebun 

Kopi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah 

yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar 

dalam memenuhi kebutuhan manusia adalah adanya interaksi sosial 

dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan 

dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan 

muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan 

sosial mereka. 

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan 

yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik perkara yang bersifat 

duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai 

pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan 

kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-

kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai 

kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan 

kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum 

Muamalah.1 

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh 

manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan 

kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, 

dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah 

1
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata), 

(Yogyakarta: FH UII, 2004), Cet. Ke-2, h. 11 



2 

yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi 

sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.2 

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dapat melakukan 

pekerjaan pada bidang usaha miliknya sendiri atau dapat 

melakukannya pada usaha milik orang lain dengan kesepakatan kerja 

sama. Dalam melakukan kerja sama tersebut, para pihak haruslah 

mengikuti dan berpegang pada ketentuan yang telah diatur dalam 

ketetapan hukum yang dianut, yaitu mengacu pada hukum Islam dan 

hukum positif yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin 

keberlangsungan akad kerja sama tersebut tetap dalam konteks yang 

dibenarkan dan tidak menyimpang. 

Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat pada 

masa sekarang ini adalah dalam lingkup pengolahan lahan. 

Pengolahan lahan pada dasarnya memiliki dua metode, yaitu: (1) 

dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana ia harus 

menyediakan sendiri modal dan tenaganya dalam mengelola; atau (2) 

dengan cara meminjamkan lahan tersebut kepada orang lain untuk 

dikelola dan hasilnya akan dibagi berdasarkan konsep akad yang 

disepakati, salah satunya adalah menggunakan metode mukhabarah.3 

Hal ini dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian diantara 

mereka yang mempunyai lahan perkebunan, tetapi tidak punya 

kemampuan dalam mengelolanya, baik dari segi modal maupun 

dalam segi kemampuan tenaga, atau pemilik lahan tidak memiliki 

waktu untuk mengelola lahan tersebut dikarenakan memiliki 

pekerjaan pokok lain. Ada juga sebagian yang lainnya yang tidak 

2
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. 

Ke-8 
3
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, 

Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, 

Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain), (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), Cet-7, h. 156 
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memiliki lahan, tetapi mempunyai tenaga dalam mengelolanya. Agar 

tidak ada lahan pertanian yang menganggur, maka Islam 

mengharuskan kepada setiap pemilik lahan untuk memanfaatkannya 

sendiri. Jika pemilik tidak dapat mengerjakan dengan kemampuan 

sendiri, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain 

yang lebih ahli dalam pertanian. Maka dengan adanya peraturan 

seperti ini keduanya dapat hidup dengan baik. 

Mukhâbarah adalah suatu akad kerjasama dalam bidang pertanian 

atau perkebunan antara pemilik lahan dan pengelola, dimana pemilik 

lahan akan menyerahkan sebidang lahan kepada pengelola untuk 

dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. 

Perkebunan adalah kegiatan manusia yang meliputi bercocok 

tanam, beternak, budidaya, dan kegiatan kehutanan.4 Perkebunan  

dapat mengandung dua arti yaitu dalam arti sempit dan dalam arti 

luas. Dalam arti sempit, perkebunan diartikan sebagai kegiatan 

bercocok tanam.5 Perkebunan dalam pengertian luas mencakup 

semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup 

(termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan 

manusia. 

Secara teori, mukhâbarah sering dikaitkan dengan muzâra‟ah, 

karena keduanya sama-sama akad yang dilakukan dalam pengelolaan 

lahan. Perbedaan dua akad tersebut hanya terletak dari pengadaan 

bibit, dimana muzâra‟ah bibitnya berasal dari pemilik lahan, 

sedangkan mukhâbarah merupakan aktivitas pengelolaan lahan 

(tanah) yang benihnya berasal dari pengelola dan diharapkan dapat 

memberikan hasil dikemudian hari. 

4
 Edy Dwi Kurniati, Kewirausahaan Industri, (Yogyakarta: Depublish, 2005), h. 

202 
5
 Ken Suratiyah, Ilmu Usaha Tani, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015), h. 8 
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Mukhâbarah memiliki syarat yang sama dengan muzâra‟ah, 

dimana keduanya merupakan akad pekerjaan yang hanya boleh 

dilakukan setelah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan 

oleh syara‟, yaitu: 

1. Mukhâbarah merupakan akad pekerjaan, maka akad dilaksanakan

terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan.

2. Tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui

oleh kedua belah pihak

3. Waktu pengolahan atau pemeliharaan harus jelas batasnya,

apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari

itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan

terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak

4. Persentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi pengelola

maupun pemilik lahan.6

Mata pencaharian masyarakat di Desa Tanjung Menang

Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan mayoritas adalah petani kopi. 

Desa yang berada di kaki gunung dempo yang udara pegunungannya 

sangat sejuk cocok untuk tanaman kopi sehingga daerah ini terkenal 

sebagai penghasil kopi terbesar di Sumatera Selatan. Biji kopi dalam 

bahasa setempat disebut kawe, sedangkan istilah kopi berarti bubuk 

kopi yang siap diminum. Masyarakat mengenal dua macam tanaman 

kopi, yaitu reguyan yang pohonnya pendek, dan lengkuran yang 

pohonnya tinggi. 

Pengelolaan perkebunan kopi yang dilakukan masyarakat Desa 

Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan ini dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pemilik lahan dan pengelola. Dalam praktiknya, 

pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk 

6
 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.208-209 
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ditanami dan dikelola hingga menghasilkan keuntungan yang 

selanjutnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Benih yang 

dipilih untuk ditanami dalam lahan tersebut berasal dari pengelola, 

namun jenisnya tetap harus berdasarkan persetujuan pemilik lahan. 

Walaupun Islam telah mengatur tentang berbagai macam akad 

perjanjian dalam kerjasama, akan tetapi dalam masyarakat aturan 

tersebut tidak sepenuhnya dijalankankan. Dalam pelaksanaan 

perjanjian kerjasama mukhâbarah masih sering ditemukan di 

masyarakat bahwa perjanjian kerjasama tersebut hanya menggunakan 

lisan tanpa dihadirkan para saksi, jangka waktu perjanjian juga tidak 

jelas disebutkan dalam kerjasama mukhâbarah hal tersebut karena 

sudah menjadi  kebiasaan masyarakat di Desa Tanjung Menang.  

Atas dasar latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap kerja sama di bidang perkebunan 

dengan judul “Analisis Praktik Akad Mukhâbarah Pada 

Pengelolaan Kebun Kopi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum 

Positif (Studi: Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi 

Sumatera Selatan)”. 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan pada latar 

belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat 

diindentifikasikan sebagai berikut:  

a. Perjanjian Kerjasama Mukhâbarah pada pengelolaan kebun

kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera

Selatan tidak dilakukan pencatatan dalam akad.



6 

b. Sistem bagi hasil kerjasama mukhâbarah pada pengelolaan

kebun kopi di Desa Tanjung Pagaralam Provinsi Sumatera

Selatan sudah ditentukan kadarnya.

c. Masa berakhirnya kerjasama mukhâbarah pada pengelolaan

kebun kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi

Sumatera Selatan tidak ditentukan.

d. Pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap Praktik

akad Mukhâbarah pada pengelolaan kebun kopi di Desa

Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan ada

yang sudah sesuia dan ada yang belum sesuai.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mudah dipahami maka 

penyusun membatasi penelitian ini dengan judul penelitian 

“Analisis Praktik Akad Mukhâbarah pada Pengelolaan Kebun 

Kopi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi: Desa 

Tanjung Menang Pagaralam Propinsi Sumatera Selatan)”. 

3. Perumusan Masalah

Untuk lebih fokus dalam pembahasan secara rinci terhadap 

permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini, maka penulis 

merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana praktik kerjasama mukhâbarah pada pengelolaan

kebun kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi

Sumatera Selatan?

b. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap

praktik kerjasama mukhâbarah pada pengelolaan kebun kopi

di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera

Selatan?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat penelitian adalah sesuatu hal yang ingin 

dicapai oleh penelitian yang nantinya diuraikan dalam pembahasan 

hasil atau temuan peneliti. 

1. Tujuan

Dalam segi bentuk penelitian tujuan merupakan landasan 

utama yang dijadikan ukuran. Tanpa tujuan yang jelas, maka akan 

simpang siurlah, pelaksanaan kegiatan penelitian ini, tujuan yang 

jelas akan mempermudah cara dalam upaya pencapaiannya. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam kajian 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Praktik kerjasama mukhâbarah pada

pengelolaan kebun di Desa Tanjung Menang Pagaralam

Provinsi Sumatera Selatan.

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif

terhadap praktik akad mukhâbarah pada pengelolaan kebun

kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera

Selatan

2. Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian 

ini mempunyai manfaat yang baik secara teoritis maupun secara 

praktis dalam rangka aplikasinya. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah

khazanah keilmuan serta memperluas pemahaman dalam



8 

akad-akad muamalah khususnya di bidang kerjasama 

pengolahan lahan perkebunan. 

b. Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka peneliti berharap adanya

manfaat:

1) Bagi pihak yang melakukan praktik kerjasama

mukhâbarah, hasil yang akan diperoleh melalui penelitian

ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan panduan

singkat untuk dapat memperbaiki sistim pengelolaan

kerjasama sesuai yang dilandasi hukum Islam.

2) Bagi peneliti yang sedang menempuh pendidikan

khususnya menekuni dibidang syariah, hasil yang akan

diperoleh melalui penelitian ini dapat memperoleh

informasi serta wawasan mengenai gambaran praktik

kegiatan kerjasama dalam pengelolaan lahan yang selama

ini dipahami masyarakat, juga memperoleh pengetahuan

baru yang dapat dijadikan bekal untuk dapat menambah

ilmu dalam menghadapi permasalahan yang serupa di

kemudian hari.

3) Bagi khalayak umum, penelitian ini dapat dijadikan

sumber informasi yang berharga sebagai bahan bacaan

dalam pertanian atau perkebunan, serta dapat menjadi

acuan literatur bagi peneliti lain yang hendak mengusung

tema yang serupa.

D. Kajian Pustaka 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Ro‟fatul Irohah (2015)

berjudul  “Praktik Akad Mukhâbarah di Desa Bolo Kecamatan
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Ujungpangkah Kabupaten Gresik (Kajian Tentang Realitas 

Hukum Islam)”.7 Hasil penelitian bahwa persepsi pelaku akad 

mukhâbarah di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten 

Gresik yaitu para petani penggarap tidak konsisten dengan apa 

yang sudah disepakati diawal akad, hal tersebut bisa merusak akad 

yang telah disepakati, sehingga dapat merusak hukum Islam. Para 

petani penggarap telah mengemukakan bahwa ia tidak mau rugi 

dan tidak mau memberikan hasil panen tesebut kepada pemilik 

lahan maka hal ini tidak sah, karena salah satu pihak yang berakad 

akan merasa terhianati dan hal itu termasuk curang. Perbedaan 

dengan skripsi yang penulis  terdahulu kaji yaitu membahas 

praktik akad mukhâbarah dengan berbagai kasus yang terjadi oleh 

beberapa pemilik lahan dan penggarap, adapun persamaannya 

yaitu meneliti tentang praktik akad mukhâbarah. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khumaedi (2016) berjudul

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama

Pertanian Garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil

Kabupaten Pali”.8 Hasil penelitian bahwa akad yang dilakukan

adalah secara lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistim bagi

hasil yaitu paronan atau pertelon tergantung kesepakan di awal

akad. Akad perjanjian kerjasama dalam pelaksanaannya bertujuan

untuk saling tolong menolong. Namun dalam hal penanggungan

kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan jumhur ulama.

Karena pada prakteknya jika terjadi kerugian, maka yang

7
Ainun Rof‟atul Irohah, Praktik Akad Mukhabarah di Desa Bolo Kecamatan 

UjungPangkah Kabupaten Gresik, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 

Surabaya, 2015). 
8
 Khumaedi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama 

Pertanian Garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten pali, (Skripsi: 

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016). 
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menanggung adalah salah satu pihak saja. Dengan demikian ada 

salah satu pihak yang dirugikan. Maka cara tersebut tidak sah 

menurut hukum Islam Perbedaan dengan skripsi yang penulis 

terdahulu meneliti tentang kerjasama pertanian garam di Desa 

Guyangan Kabupaten Pali Sedangkan persamaannya meneliti 

tentang kerjasama dalam bidang pertanian. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aryuningsih (2017) berjudul

“Analisis sistim bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di

Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali”.
9
 Hasil penelitian

bahwa  kerjasama musāqah atau perjanjian kerjasama perkebunan

oleh pemilik kebun dan penggarap dan modal ditanggung oleh

pemilik kebun penggarap hanya bertanggung jawab memelihara

dan merawat kebun tersebut bentuk perjanjian tidak tertulis, serta

kurangnya pengawasan langsung dari pihak pemilik kebun

sehingga adanya penyimpangan dalam pembagian hasil karet.

Perbedaan dengan skripsi yang penulis terdahulu kaji yaitu

meneliti tentang akad muzâra‟ah pada kebun karet persamaan

dengan penulis adalah meneliti tentang kerjasama dalam

pengolahan pertanian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Pebrianto Nur (2017) berjudul

“Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang

Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzâra‟ah Dan Mukhâbarah). Hasil

penelitian bahwa bentuk perjanjian penggarapan lahan pertanian

melalui sistem kerjasama yang diikuti dengan sistem bagi hasil

tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena masih menggunakan adat

kebiasaan, bentuk permodalan berupa benih dan penggunaan biaya

9
 Aryuningsih, Analisis Sistim Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan penggarap 

Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali, (Skripsi: Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah, Palembang, 2017). 
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kerugian jika lahan pertanian mengalami gagal panen maka 

pemilik lahan akan ikut serta dalam menanggung bersama biaya-

biaya kerugian. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem 

penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang dibolehkan 

dalam syar‟i dikarenakan mengikuti ketentuan muzâraah dan 

mukhâbarah, serta dalam penerapannya berdasarkan kesepakatan 

saling percaya satu sama lain, saling membantu, saling rela dan 

tidak ada satupun yang merasa dirugikan. Perbedaan skripsi 

dengan penulis terdahulu kaji tentang kerjasama pertanian pada 

masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang, persamaan dengan 

penulis adalah meneliti tentang kerjasama mukhâabarah. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Mandaleka (2017)

berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil

dalam pengelolaan kelapa sawit antara PT. Karyacanggih

mandirutama dan pemilik tanah”.10 Hasil penelitian bahwa

kerjasama yang dilakukan masyarakat dan PT. Karyacanggih

Madirutama (KCMU) di Desa Satuan Pemukiman 6 merupakan

kerjasama bagi hasil dengan sistim mukhâbarah dimana pemilik

tanah menyerahkan kepada PT. Karyacanggih Mandirutama

(KCMU) untuk dikelola dalam usaha kelapa sawit, yang dalam

permodalan secara keseluruhan ditanggung oleh pengelola yaitu

PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU). Akan tetapi dalam

praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam, Bagi

hasil dalam kerjasama pengelolaan kelapa sawit yaitu salah satu

pihak merasa dirugikan dalam kerjasama pengelolaan kelapa sawit

dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya

10
 Dyah Ayu Mandaleka, Tinjauan Hukum Islam Tentangaa Pelaksanaan Bagi 

Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit antara PT. Karyacanggih mandirutama dan pemilik 

tanah, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018). 
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kurangnya pemahaman pemilik tanah akan surat perjanjian yang 

disepakati di awal. Perbedaan skripsi dengan penulis terdahulu kaji 

yaitu  meneliti tentang pengelolaan kelapa sawit. Persamaannya 

yaitu penulis meneliti tentang praktik akad mukhâbarah.  

Tabel 1.1 

Tinjauan Pustaka 

No Pembahasan Persamaan Perbedaan 

1 

Pada skripsi ini dikatakan 

bahwa persepsi pelaku akad 

mukhābarah di Desa Bolo 

Kecamatan Ujungpangkah 

Kabupaten Gresik yaitu para 

petani penggarap tidak 

konsisten dengan apa yang 

sudah disepakati diawal akad, 

hal tersebut bisa merusak akad 

yang telah disepakati, 

sehingga dapat merusak 

hukum Islam. Para petani 

penggarap telah 

mengemukakan bahwa ia tidak 

mau rugi dan tidak mau 

memberikan hasil panen 

tesebut kepada pemilik lahan 

maka hal ini tidak sah, karena 

salah satu pihak yang berakad 

akan merasa terhianati dan hal 

Persamaan 

dengan 

penulis adalah 

sama-sama 

meneliti 

tentang 

praktik akad 

mukhābarah 

Perbedaan 

dengan 

skripsi yang 

penulis  

terdahulu kaji 

yaitu 

membahas 

praktik akad 

mukhabarah 

dengan 

berbagai 

kasus yang 

terjadi oleh 

beberapa 

pemilik lahan 

dan 

penggarap 

sedangkan 

penulis pada 

pengelolaan 
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itu termasuk curang. Akad 

kerjasama seperti itu 

melanggar akad mukhābarah, 

dan jelas dilarang dalam 

hukum Islam. 

kebun kopi. 

2 

Pada skripsi ini dikatakan 

bahwa akad yang dilakukan 

adalah secara lisan tanpa 

menghadirkan saksi dengan 

sistim bagi hasil yaitu paronan 

atau pertelon tergantung 

kesepakan di awal akad. Akad 

perjanjian kerjasama dalam 

pelaksanaannya bertujuan 

untuk saling tolong menolong. 

Namun dalam hal 

penanggungan kerugian bisa 

dikatakan bertentangan 

dengan jumhur ulama. Karena 

pada prakteknya jika terjadi 

kerugian, maka yang 

menanggung adalah salah satu 

pihak saja. Dengan demikian 

ada salah satu pihak yang 

dirugikan. Maka cara tersebut 

tidak sah menurut hukum 

Islam. 

Persamaan 

dengan 

penulis adalah 

sama-sama 

meneliti 

tentang 

kerjasama 

dalam bidang 

pertanian. 

Perbedaan 

dengan 

skripsi yang 

penulis 

terdahulu 

meneliti 

tentang 

kerjasama 

pertanian 

garam di Desa 

Guyangan 

Kabupaten 

Pali 

Sedangkan 

penulis pada 

pengelolaan 

kebun kopi di 

Desa Tanjung 

Menang 

Pagaralam 

provinsi 

Sumatera 

Selatan. 
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3 

Pada skripsi ini dikatakan 

kerjasama musāqah atau 

perjanjian kerjasama 

perkebunan oleh pemilik 

kebun dan penggarap dan 

modal ditanggung oleh 

pemilik kebun penggarap 

hanya bertanggung jawab 

memelihara dan merawat 

kebun tersebut bentuk 

perjanjian tidak tertulis, serta 

kurangnya pengawasan 

langsung dari pihak pemilik 

kebun sehingga adanya 

penyimpangan dalam 

pembagian hasil karet. 

Persamaan 

dengan 

penulis adalah 

meneliti 

tentang 

kerjasama 

dalam 

pengolahan 

pertanian. 

Perbedaan 

dengan 

skripsi yang 

penulis 

terdahulu kaji 

yaitu meneliti 

tentang akad 

Muzara‟ah 

pada kebun 

karet 

sedangkan 

penulis 

tentang akad 

mukhābarah 

pada kebun 

kopi. 

Pada skripsi ini dikatakan 

bahwa bentuk perjanjian 

penggarapan lahan pertanian 

melalui sistem kerjasama yang 

diikuti dengan sistem bagi 

hasil tidak dibuat dalam 

bentuk tertulis karena masih 

menggunakan adat kebiasaan, 

bentuk permodalan berupa 

benih dan penggunaan biaya 

kerugian jika lahan pertanian 

mengalami gagal panen maka 

Persamaan 

dengan 

penulis adalah 

sama sama 

meneliti 

tentang 

kerjasama 

mukhâbarah. 

Perbedaan 

dengan 

skripsi yang 

penulis 

terdahulu 

meneliti 

tentang 

kerjasama 

pertanian 

pada 

masyarakat 

Tiroang 
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4. 

pemilik lahan akan ikut serta 

dalam menanggung bersama 

biaya-biaya kerugian. 

Tinjauan hukum Islam 

terhadap sistem penggarapan 

lahan pertanian pada 

masyarakat Tiroang 

dibolehkan dalam syar‟i 

dikarenakan mengikuti 

ketentuan muzâraah dan 

mukhâbarah, serta dalam 

penerapannya berdasarkan 

kesepakatan saling percaya 

satu sama lain, saling 

membantu, saling rela dan 

tidak ada satupun yang merasa 

dirugikan. 

Kabupaten 

Pinrang, 

sedangkan 

penulis pada 

masyarakat 

Tanjung 

Menang 

Pagaralam 

Provinsi 

Sumatera 

Selatan. 

5. 

Pada skripsi ini dikatakan 

bahwa kerjasama yang 

dilakukan masyarakat dan PT. 

Karyacanggih Madirutama 

(KCMU) di Desa Satuan 

Pemukiman 6 merupakan 

kerjasama bagi hasil dengan 

sistim mukhābarah dimana 

pemilik tanah menyerahkan 

kepada PT. Karyacanggih 

Mandirutama (KCMU) untuk 

dikelola dalam usaha kelapa 

sawit, yang dalam permodalan 

secara keseluruhan ditanggung 

oleh pengelola yaitu PT. 

Karyacanggih Mandirutama 

Persamaan 

dengan 

penulis adalah 

sama-sama 

meneliti 

tentang 

praktik akad 

mukhābarah 

Perbedaan 

skripsi 

dengan 

penulis 

terdahulu kaji 

yaitu  meneliti 

tentang 

pengelolaan 

kelapa sawit. 

Sedangkan 

penulis 
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(KCMU). Akan tetapi dalam 

praktiknya tidak sepenuhnya 

sesuai dengan konsep Islam, 

Bagi hasil dalam kerjasama 

pengelolaan kelapa sawit yaitu 

salah satu pihak merasa 

dirugikan dalam kerjasama 

pengelolaan kelapa sawit 

dikarenakan ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi 

diantaranya kurangnya 

pemahaman pemilik tanah 

akan surat perjanjian yang 

disepakati di awal. 

sendiri 

tentang 

pengelolaan 

kebun kopi. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian

  Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.11 

Sedangkan ditinjau dari tempat pelaksanaan penelitian, bahwa 

berdasarkan fokus dan ruang lingkup yang didasarkan pada suatu 

penelitian praktik akad mukhābarah pada pengelolaan kebun 

kopi perspektif hukum Islam dan hukum positif di Desa Tanjung 

Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan, penelitian ini 

merupakan field research (penelitian lapangan). 

2. Jenis Data

  Untuk menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan 

sumber data antara lain: 

11
 Sri Mamudji, dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Depok: Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, 2005), Cet. Ke-1, h. 67 
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a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung

dari masyarakat. Data primer ini didapatkan dari hasil

wawancara dengan pihak pemilik lahan dan pengelola kebun

kopi serta pengamatan terhadap objek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari

kepustakaan dan buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli

hukum ekonomi syariah, jurnal-jurnal hukum ekonomi

syariah, pendapat para sarjana, karya ilmiah, koran, makalah

dan majalah.12

3. Teknik Pengumpulan Data

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau 

objek penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa metode, 

diantaranya: 

a. Metode Dokumentasi

Membaca, mempelajari, dan menelaah buku-buku atau 

jurnal-jurnal terkait dengan materi skripsi ini yang 

berhubungan dengan masalah penelitian guna mendapatkan 

teori-teori dalam pembuktian kebenaran yang dihadapi. 

b. Metode Wawancara

Untuk melengkapi data penelitian, penulis juga 

menggunakan wawancara sebagai cara untuk mengumpulkan 

data. Dengan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat yaitu 

12
 Sri Mamudji, dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, h. 28 
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pihak pemilik lahan dan pengelola kebun kopi, penulis 

mencari tahu lebih dalam tentang praktik akad mukhābarah 

pada pengelolaan kebun kopi di Desa Tanjung Menang 

Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan 

informasi yang relevan dengan penelitian. 

c. Metode Observasi

Observasi sebagai metode ilmiah yakni mengamati dan 

melihat lebih dekat praktik akad mukhābarah pada 

pengelolaan kebun kopi di Desa Tanjung Menang Pagaralam 

Provinsi Sumatera Selatan. 

4. Teknik Analisis Data

  Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis praktik akad 

mukhābarah pada pengelolaan kebun kopi di Desa Tanjung 

Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan, maka penulis 

menggunakan metode deskriptif-analisis. Deskriptif yaitu 

menggambarkan dan menguraikan mekanisme pelaksanaan 

praktik kerjasama mukhâbarah pada pengelolaan kebun kopi di 

Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan. 

Sedangkan analisis digunakan untuk mengetahui kesesuaian 

praktik akad mukhâbarah pada pengelolaan kebun kopi di Desa 

Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan dengan 

hukum Islam dan hukum positif. 

5. Teknik Penulisan

  Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini merujuk pada 

“Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi “IIQ Press, 
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2017.13 Penulisan skripsi ini mengikuti sistematika yang ada di 

buku tersebut. 

F. Sistematika Penulisan 

   Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis 

Praktik Akad Mukhâbarah Pada Pengelolaan Kebun Kopi Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif  (Studi: Desa Tanjung Menang 

Pagaralam Propinsi Sumatera Selatan)”, disusun dengan 

menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, 

metodologi penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori, Bab ini berisi definisi akad, dasar 

hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, 

berakhirnya akad, definisi mukhâbarah, dasar hukum 

mukhâbarah, rukun dan syarat mukhâbarah, hukum 

melakukan mukhâbarah, mekanisme pembagian hasil 

dalam mukhâbarah, hak dan kewajiban antara kedua belah 

pihak, berakhirnya  mukhâbarah, hikmah melakukan 

mukhâbarah. 

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian, Bab ini berisi tentang 

gambaran umum Desa Tanjung Menang, keadaan 

geografis, keadaan demografi, kondisi sosial ekonomi, 

keadaan pendidikan, pengamalan agama, sistem kerjasama 

perkebunan di Desa Tanjung Menang. 

13
 Huzaemah T. Yanggo, dkk, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut 

Ilmu Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta, (Jakarta: LPPI IIQ Jakarta, 2017), h. 1-8 
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BAB IV    : Analisis Hasil Penelitian, Bab ini berisi tentang 

Mekanisme pelaksanaan kerjasama mukhâbarah pada 

pengelolaan kebun kopi di Desa Tanjung Menang 

Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan dan analisis praktik 

akad mukhâbarah pada pengelolaan kebun kopi perspektif 

hukum Islam dan hukum positif di Desa Tanjung Menang 

Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan. 

BAB V   :  Penutup, Bab ini merupakan bab penutup yang berisi 

tentang kesimpulan dari data yang penulis uraikan pada 

bab-bab sebelumnya kemudian disertakan pula saran-saran. 

Daftar Pustaka 

Lampiran
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Setelah memaparkan pembahasan tentang praktik kerjasama 

mukhâbarah yang ada di Desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi 

Sumatera Selatan, mulai dari observasi hingga analisis, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik Kerjasama Mukhâbarah Pada Pengelolaan Kebun Kopi

Kerjasama pengelolaan kebun kopi yang dilakukan oleh 

masyarakat desa Tanjung Menang adalah aplikasi dari praktik 

mukhâbarah. Kerjasama mukhâbarah dilakukan oleh dua orang 

antara pemilik lahan dan pengelola kebun kopi. Akad perjanjian yang 

dilakukan yaitu secara lisan dan tanpa adanya saksi, yang berisi 

kesepakatan kedua belah pihak tentang pengelolaan kebun kopi dan 

pembagian hasilnya. Adapun modal berupa lahan dari pemilik kebun, 

benih yang ditanam dan tenaga berasal dari pengelola. Jangka waktu 

atau masa berakhirnya perjanjian tersebut tidak dijelaskan secara 

jelas apakah satu musim sampai dua musim, atau satu tahun sampai 

dua tahun, dan  Dalam kesepakatan tersebut, hasil panen dibagi 30:70 

yaitu 30% untuk pemilik lahan, sedangkan 70% untuk pengelola.  

2. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif

Jika ditinjau secara hukum Islam, praktik kerjasama mukhâbarah 

di Desa Tanjung Menang tersebut sudah memenuhi kriteria hukum 

Islam, alasannya karena praktik kerjasama mukhâbarah tersebut 

sudah menjadi „urf atau adat kebiasaan setempat. Sedangkan dalam 

hukum Islam dapat dijadikan hukum, dengan kaidah: ََُت َُحَنَّ اَىْعَادَةُ اىْ
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“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum” dan  ٍَِيَاث َُعَا اَىْإَصِوُ فًِ اىْ

ًُ اىذَّىُِِوُ عَيًَ حَحِ ِٔاىْحِوُّ حَخًَّ ََقُىِ َِ شَِِ  “Hukum dasar mua‟amalah adalah 

halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya”. 

Selanjutnya tidak menimbulkan perselisihan karena saling 

percaya dan ridho antara kedua belah pihak, praktik kerjasama 

mukhâbarah tersebut saling menguntungkan dan adanya asas tolong 

menolong, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surat 

Al-Maidah [5] ayat 2 

ُِ ٌِ وَاىْعُذِوَا ...وَحَعَاوَُّىِا عَيًَ اىْبِشٍّ وَاىخَّقْىَي وَىَاحَعَاوَُّىِا عَيًَ اىْإِثْ
“…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran….” (QS. Al-Maidah [5]:2) 

Dari kesimpulan tersebut, maka praktik akad mukhâbarah pada 

pengelolaan kebun kopi yang dilakukan oleh masyarakat desa 

Tanjung Menang Pagaralam provinsi Sumatera Selatan ditinjau 

secara hukum Islam adalah sudah sesuai secara keseluruhan. Akan 

tetapi, dianjurkan untuk mencatat dan dihadirkan para saksi 

sebagaimana termaktub dalam surat al-baqarah [2] Ayat 282  

…ُٓ ًًّ فَامْخُبُىِ ٍُسَ ٍِ إِىًَ ؤَجَوٍ  ٌِ بِذََِ ٍَُْىِا إِرَا حَذَاََِْخُ َِ آ ََأٌَّهَا اىَّزَِِ
“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya…. (QS. Al-Baqarah [2]: 282) 
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Adapun dilihat dari hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Peraturan Menteri 

Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Perjanjian Bagi Hasil, maka praktik tersebut belum sepenuhnya 

sesuai. 

B. Saran 

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis ingin menyarankan 

beberapa hal terkait dengan praktik akad mukhâbarah pada 

pengelolaan kebun kopi di desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi 

Sumatera Selatan: 

1. Bagi pelaku kerjasama mukhâbarah, pada saat melakukan akad

perjanjian yang mengikuti zaman, hendaknya melakukan

pencatatan yaitu berupa surat perjanjian yang tertulis serta

dihadirkan saksi, agar dapat dijadikan pedoman dalam

melaksanakan tugasnya masing-masing yang bersangkutan.

2. Bagi penulis mengadakan sosialisasi terkait dengan hal-hal yang

menyangkut perjanjian kerjasama di bidang pengolahan

perkebunan agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat

desa Tanjung Menang Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan.
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